MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDOMESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ®M 11 7 TAHIIN 2022
TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;,

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan

semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai



Mengingat

informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan
aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149,

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

PERTAMA

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 673);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDARD OPERATING FROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;

c¢. mekanisme kerja; dan
kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan

tugas.



KEDUA

KETIGA

Struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum
dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atasan PFPID;

2. PPID Utama;

3. PPID Pelaksana; dan

4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kewajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,
disesuaikan  dengan tugas dan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi yang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan;

c. membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas

informasi publik yang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan

menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELIMA

c. akses informasi publik bagi penyandang disabilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. dalam  menjalankan  tugasnya, dalam  rangka
mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID
Kementerian Perhubungan dapat melaksanakan
wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan
Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi
daerah;

4. PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan
bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik
kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan PPID dilaksanakan pada Ilokasi layanan

informasi sebagai berikut:

1. PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website
dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan

2. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana
Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA huruf c, tercantum dalam Lampiran vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini, meliputi:

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi;
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Netra;



9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan

10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM : Kualifikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,
sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama
Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Manager : Pejabat yang memiliki fungsi

Sistem pengembangan sistem

Informasi teknologi informasi dan
komunikasi

Manager : Pejabat yang memiliki atau

Dokumentasi menguasai dokumentasi di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pengelola : Seluruh unit bagian di

Dokumentasi lingkungan Sekretariat
Jenderal

Petugas : Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik
Manager : Pejabat yang memiliki atau
Dokumentasi menguasai  dokumentasi  di

lingkungan Inspektorat



Jenderal atau Direlktorat

Jenderal dan atau Badan

Pengelola : Seluruh unit bagian di
Dokumentasi lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Petugas :  Pegawai yang memiliki
Informasi kompetensi dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
UPT

Manager :  Unit yang menangani tugas
Informasi dan dan fungsi di bidang
Dokumentasi Ketatausahaan atau Humas di

Unit Pelaksana Teknis

Pengelola : Pejabat struktural / petugas
Dokumentasi yang membidangi kehumasan
/ketatausahaan /data/

program/ bidang di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam = bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Unit Pelaksana

Teknis



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau
sewaktu-waktu dibutuhkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Jul 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

¥
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10,

A
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Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sekretaris Jenderal,

Inspektur Jenderal,

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan,;
Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
Ketua Mahkamah Pelayaran,

Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinyva

KEPALA-BIRO HUKUM,

A
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 117 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD  OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING
PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ATASAN PPID
MENTER] PERHUBUNGAN

PRI UTANMA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERLAN
PERHUBUNGAN

EED PELARSANA PPID PELAKSANA PPID PELAKSANA
INSPEKTUR JENDERAL REMENTERLAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEPALA BADAN KEMENTERLAN
PERHUBUNGAN DERHLBINGAN st apes
EPID PELARSANA UPT PPID PELAKSANA TPT

KEPALA UNIT PELARSANA TEKNIS KEPALA UNIT PELAKSANA TEENTS




;.

III.

Atasan PPID
PPID Utama
Manager

Informasi

Manager

Sistem Informasi

Manager

Dokumentasi

Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager

—J] =

Menteri Perhubungan

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan;

2) Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi

3) Kepala Biro Keuangan;

4) Kepala Biro Hukum;

5) Kepala Biro Umum;

6) Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara;

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional;

8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi

Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran.

Para Eselon IIl di lingkungan Sekretariat

Jenderal

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Jenderal, Para Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan

Sekretaris
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para

Sekretaris Badan

Inspektur

Inspektorat Jenderal, Para

Para Eselon II di lingkungan Inspektorat




V.

Dokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Dokumentasi
Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

Py o e

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon III di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Pegawai yang menangani bidang
kehumasan di lingkungan Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di
bidang Ketatausahaan atau Humas

Pejabat struktural / petugas yang
membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
data/program/bidang

Pegawai wyang menangani kehumasan/
ketatausahaan/data/ program di

lingkungan unit kerja



B. MEKANISME KERJA

T

Standar Permintaan Informasi Publik

Informas:

Pelaksana Mutu Baku
Na Uraian Jems Hegiatan Petugas Heterangan
Masyarakat S FPID Kelengkapan Walktu Output
1 |Permohonan Informasi O — Formulir Informas:| 10 Merut Formulir
' —-
———
ldentitas Pernakon
; Informan
Memeriksa Svarat- .
2 S (KTB/NFWP/dita | 10 Menit Data
il s Pendirian Badan
Hulaam|
Regstras: dan Meneruskan —— —— Regster
3 |Permonan Informas: unnb di Permohonan 10 Mendt Cata
Procas e Informas
- Heordinasi dengan
4 |Memproses permohonan Pemalik Informas | 5 HanKega | Surat
{Unut Kerjaj
. ; Formulir
= |Membenkan Formulr - -
5 Iemiberi T - Femhenm._‘l'nmn 1 Han Eerja | Formulir
| Termulis
Menyvampaikan Permohonan
. ; = o Tanda Terima giteev Tanda
& |Informas: dan Tanda Terima O Sl 1HanRens | oorima
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Standar Pengajuan Keberatan

Pelaksanns Mutu Baku
§o|  TUrnise Jeois Kegiatan
Masyurakat “’F'I. PFID  |Atmsan PPID | Kelengkapan Waku
Forsubr
b e s O e Kabsaan 10 Mam:
Informan
Formubr
Parmohanan
i Indormazs.
3 Mameriesa Syarat-syarat e Femshis w
PREgRuAn surat Kebaratan informac
{KTF /HPWP) Aleza
i Fandimiar Hadan
| Huleum,
Fiafisras San —
3 |Msnereczianieberatan w:_:;:::*m 10 Masut
Informas wntuk & Prosss
. Formulir
Barmaaran
4 |Mamprosss Keberatan tedermasi. 10 Han Rana
Kasaratar
Irdormasi
Mamtust Tanggapes aac & e
5 |Keberatan dalam bestuk L — 5 Han Eana
HapuTizan
Maarcanakan Kapatican Kepusishn Asacan AT
il F— D T
- |Mambariean irformasi Publk Tanda TRAImEA - gl




N 1.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Feiakiana Ko itandar Mutu
- FRID Informasi
— Pemohon | Feiabsana | FPID Peiksans | FRID Utama "::: Pusat (KIF) | Kelenghapan | Wakm |  Owtput
UPT
Apabula tidak mendapatkan - o, Jj Surat 30 hari | Swrat
tangpapEn atas keberatan o S o keberatzn kerj@ | pugatan
ving telah diajuken kepads T sengketa
stagan PRID dalam angha
waktu 30 (tiga puluh) han
kerja se ak beberatan
diterima oieh stasan FFID
#tau merasa hidak puss
terhadap informas: yang
diberikan, pemohon
infermasi dapat
menga ukan rengketa
Surat gugstan | 1 hani
Fengapsan sengheta dan sengieta kerja | Surat
pemohon ditujukan kepada pengajuan
Eomisi Infermasi Pusat{KIP) sengkess
¥

Eomisi Infermasi Pusat Surat 14 hari
MENErETa pENZEjuUEn pngaean | kera f Surat
sengketa Pemchon lalu sengheta paimg | pembernahu
memberikan surat pem lambat | ankepada
beritzhuan kepads Atazan 100 Arasan PPID
PPID terkam sengketa hari
tersebut L
Arasen FPID menerma i =
pembermanuan senzketa, " Surat Lhan
Araszn PPID dapat pembermzhua | kerjz Surat kuasa
mewakilkan senghets atau n kepads atau
mamberiien kusts iepada Arzzan PPID dizpisisi
PP Utama, PPID
Pelzksana atau PRPID
Pelzksana UPT i
PRID Pelaksana UPT dan ’ st | Lhari |
FPID Pelaksana débartu pemberitahua | karne I'
gleh PPID Utama m rapat Hasil rapar | |
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Penyusunan Daftar Informasi Publik

Kegiatan

Standar Mutu

PPIDUPT

PRID Peltakana

PPID Utama

Atasan PRID

felengkapan

Waktu

etarangan

(Y

PPID UPT membuat
ustian Dafrar
farmasi Publk
(DIP) i
menyershkannys
pada PRID Pelzkzanz

PP Pelzksana
mengrima aftar
Infermasi Publik
{DAP) dari PRIDUPT

PPID Palaksanz
manyusun [laftar
Irfermagi Publik dari
FRID UPT, dan PPD
Felghsana turst
membuat Daftar
Informasi Publit &y
mengajukannyi
kegada PPID Utams

FPO Utama
menetapian daftar
informasi pubdik
PEL
diisificasi

Atasan PPD
memberikan
persetujuan
terbadap
penghiasifcasian
informiasi yang
diajukan aleh PRID
Utama dalam bentuk
peraturan internal
lementerian

If#"
&

BE
|

Data dan Infiprmiasi

Data dan Informasi

Surat usulan daftar
it il

Uraf Daftar
Informasi Publi

Craftar Informasi
Pubiik yang telah
disshkan

§ an kerja

2 hariberia

5 hariberja

“'mtlf;l

1 hri kerja

Usutan DIP

Usulan [P

Susunan Daftar
informasi Publi

Kiagiflasi OFF

Draf Diafrar
informasi Publik
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Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

FPelakiang Standar Mumw
o S— i P — FPID Uterma | Atasan PRID | Welenghapan Waktu Ounpur - ¥
1 | PPID UPT membuat Dte dan 5 hari Ugulen TP
usulsn Dafesr Infarmasi e "‘j = InPormath kena
Dikecuaiikan (D] lalu —
menyerashbannye pads
FFID Pelskians
2 PRIl Pelaksana juga -
mambyat Daftar
Informasi ikeoualikan
| MK, serta menerima Surat vsulan S b Surst
Daftar informasi Diaftar kerja pembertahuan
Diktcunlikan [DIK) earl L“H“Ml;‘ ﬁ.:h parnah
FRID LIPT #hkan ukan uj
- Jika sudah parnah (DK} keniekusnL aTEY
dismkukan uji konsekuenz Surdt pengantar
sab-giumnya maka PPID il konsekpEns
Feakrana meryampaikan Bt utulBn
pembermahuan bahwa Daftar Informasi
suoah pernah ditek ukan Dakecualiban [DIK)
wj konyekusng:
- Jikg behem ddakukan u
konsekuensi maka PRID
Feiaksana menyampsikan
pembertahuan kepads
FPED Utama untuk - Undangan up
deakukan uji konyekuens (=0 EETRTES SN
* =lzulmn DK
3 | PPID Utama = Disposisi
memeniniahkan PFID Surat 1 hari - Draf awal DiK
P pbisre wrmuk rEpET Uyl penganmar uji | kena Kernanterian
bensekuens konsekuans - Barfta acara up
dan upuian K komsekusns
4 | PPID UPT dibantu PPID
FPebkisrz * - Undangsn Uj: | 2 hari -Draf revigi DI
M velen gERrEkan repst =1 kaniekuensi ker s KaPrantarian
) konsehuens diypimpin v - Usuian VK -Benita acara up
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Pendokumentasian Informasi Publik

Uraan Jemis Kegistan

Felakzans

Mutz Bakn

FFID Pelakcans
Pelaksags UPT

Me=gurauian dea niormas
ca~ PPID Pelaksans & PRID
Peakzans LPT yarg skar

O

Me asukar dertfoas sforras
i ang telah gt o PRD
Pe'sizana & PPID Pelaksana URT
E3m bertul ringiassen jens-ens
irfprrs: [Serternerm, berkala

eras N gan cikecalicri

Dmta Informas

g e gkan pemessan dats
[meruna werficas. oweecfiar e
wvaliciasi urtuk merjame kesslian
ieferras] tersebut

Data Infarmag

-1 SART
acanEracion Wres Ings
JMIESTUPA FIATTA-TRAITA. B4sicala
CESAT SEAT ASS LSGSUAIEAN|
kspada Athcan PPID

Caftar informas

Dafear Infarman

Dadtar indermas
Pukik vang talak

Fatideas
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Standar Pengujian Konsekuensi

PPID Pelaksana
& FRD

Mammta wauien berupa caftar
infgemigsi cisecualivan car PRID
Pelsazana ca= PMD Pelzksra UPT)

Me-enrna usiar dafar rforras
| et alikan e PRID Pelacaasa &
imumm

|khuuun wooreie gz dergas
POID Uama seta mengeisia
irfermas untuk didaziioeiian
L

MAIS. UNAARSRR
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